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BUPATI LANGKAT
PERATURAN BUPAT:LANGKAT
NOMOR l TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASi KEBUTUHAN DAN HARCA ECERAN TERTlNGG:(HET)
PUPUK BERSUBSiDiUNTUK SEKTOR PERTAN:AN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca

BUPATI LANGKAT,

Surat Kepala Dinas Petemakan Nomor 0o7-DisnaldPrgd/U2016 tanggal 7
Januari 2016 perihal Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi psr Kecamatan
tahun 2016.

Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor 500-08/DPK-LKT/20'16
tanggal6 Januari 20'16 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi Tehun 2016.

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 52'
2987/HUTBUN]|U2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Rencana
Sebaran per Kecamatan Pupuk Bersubsidi Sub. Sektor Perkebunan
Kabupaten Langkat Tahun 2016.

Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor 777-
Diperta/KPxll/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Rencana Sebaran
per-Kecamatan Pupuk Bersubsidi sub Sektor Tanaman Pangan dan
Horlikultura Kabupat€n Langkat Tahun 20'16.

bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk

sangat berperan penting dalam peningkatan produKivitas dan produksi
komoditas pertanianl

bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan
pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubemur Sumatera
Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor PErtanian di Propinsl
Sumatera lnara Tahun Anggaran 2016, perlu dijabarkan dan ditindaklanjuli
untuk tingkat Kabupaten;
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d bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupaii tentang Alokasi

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk SeKor

Pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016;

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkurgan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1092);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidaF
Tanaman (Lembaran Negata Republik lndonesia Tahun't992 Nomoll6,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3478);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Nogara Republik lndonesia Nomor 3821);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Psmerinlahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Pemindahan lbu Kota
Kabupaten Daerah Tk.ll Langkat dari Wilayah Kodya Dati ll Binjai ke Kota
Stabat di Wilayah Kabupaten Dati ll Langkat (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun '1982 Nomor 9);

Peraturan Psmerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan Batas
wilayah Kota l\4adya Daerah Tk ll Binjai, Kabupaten Daerah Tk. ll Langkat
dan Kabupaten Daerah Tk.ll Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1986 Nomor'1't, Tambahan Lembaran Negara REpuHik
lndonesia Nomor 3322)l

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OO1 tentang pupuk Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4079);

Peraturan PEmerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan pangan
(Lembarai Negara Republik tndonesia Tahun 2OO2 Ngmor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndoneia Nomor4254);

Peraturan Menteri Pordagangan Republik lndonesia Nomor iSlM-
OAG/PEN4I2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk Ber8ubsidi
Untuk Sektor Pertaniani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor B2lpermentan/OT.14OIB/2Ol 3 tentang
Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (gerita
Negara Tahun 2013 Nomor ,1055);
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Peraturan Menteri Perlanian Nomor 6o/PermentarJsR,3'10/12l/ 20'15
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Be6ubsidi
untuk Seklor Pertanian Tahun Anggaran 2016:

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-|ND/PERy8/2015 tentang
Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;

13- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
6UlMPPlKepl9l2OO2 tenlang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan
Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk
An-Organik;

Peraturan Daerah Nomor 23 iahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkai Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupatcn
Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 12, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Kabupate[ Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor '1, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 3)i

lrenetapkan

MEMUTuSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERT:NGGl(HED PUPUK BERSuBS:DI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANCCARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Langkat.

Dinas adalah Dinas yang menggunakan pupuk bersubsidi antara lain Dinas pertanian,
Dinas Perikanan dan Kelautan, Oinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan
Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini lV.
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Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini
lV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani
yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Lini lV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang
ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
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Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan,
holtikultura, perkebunan, hijauan pakan tenEk, dan budidaya ikan darvatau udang.

Petani adalah perorangan warga negara lndonesia yang mengusahakan budidaya tanaman
pangan atau holtikultura dengan luasan tertentu-

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya
lanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

Petemak adalah perorangan warga negara lndonesia yang mengusahakan budidaya
tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

'12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara lndonesia
mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang
tidak memiliki izin usaha.

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepeniingan dalam
memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produKifitag usaha
tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani aecara bersama
pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh BupatiMalikota atau pejabat yang
ditunjuk.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah
perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan
luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan
dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik
lokasi.

Pelakaanaan subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai
pelaksana penugasan untuk subsldi pupuk.

BAB‖
」ENIS PUPUK BERSuBSIDI

Pasa1 2

(1) Pupuk Bersubsidi terdin atas Pupuk An organik dan
daげatau dadakan deh Pehksana Subsd Puluk

12)Pupuk Anorgank sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
NPK

Pupuk Organik yang diproduksi
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BABI‖

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSuBSlo!

Pasal 3

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung
dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:

a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai aroal yang

diusahakan setiap musrm tanam.
b. Petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan

maksimal 2 (dua) hektar setiap mudm tanam.
c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi
perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan atau perusahaan
perikanan budidaya.

Pasa1 4

pupuk bersubsidi di"nci bordasarkan kecamatan,

bulanan sebagaimana tercantum pada Lamp ran l.

ini

jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran
Lampiran ll dan Lampiran lll Peraturan

(2)

Pasal 5

Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Bupati menetapkan alokasi per kecamatan berdasarkan sub sektor, sesuai dengan
kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
Pa6al 4, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara
proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 6

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan
kepada Petani, Petambak dan/aiau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesual luas areal
usaha tani dan,falau kemampuan penyerapan Prrpuk Besubsidi di tingkat Pelani, Petambak
dan/atau Kelompoktani di wilayahnya.

BAB:V
PENYALuRAN PUPUK BERSuBSiDl

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi penyalur di lini lV dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi untuk seKor pertanian yang berlaku.



(2) Penyaluran pupuk bersubsidi unluk sektor pertanian oleh penyalur di lini lV ke petani atau
Kelompok Tani diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini lV berdasarkan RDKK sesuai dengan
wilayah tanggung jawabnya.

b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan
kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing masing wilayah.

c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksuci pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (Enam)

tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini lV ke Petani/Petambak dan/atau
Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan
kglembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten guna melakukan pendataan

RDKK di wilayahnya, Bebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi
sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dan Pasal 5.

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petaniiKelompok Tani dilakukan
melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesirik lokasi oleh penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluEn pupuk bersubsidi di lini lV ke petani dilakukan oleh petugas
pengawas yang ditunjuk sebagai satu keaatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida ( KPPP) di Daerah.

Dinas yang memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan K€giatan Pendampingan
Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 20'16, melaporkan
hasilverilikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Gubernur.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verilikasi dan Validasi Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Tahun 20't6 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penyalur di lini lll dan
penyalur di lini lV wajib menlamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani,
pekebun, petemak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang
berlaku.

(2) Untuk menjamin ketErsediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana
subsidi pupuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyerapan pupuk bersubsidi sssuai
ketentuan yang berlaku.

BAB V
HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIOI

Pasal I
(1) Penyalur di lini lV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceren

Tertinggi { HET )

(6)

(7)



(2) Harga Eceran Tertinggi ( HET ) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berkut :

- Pupuk Urea
- Pupuk SP-36
- Pupuk ZA
- Pupuk NPK
- Pupuk Organik

= Rp. 'l.800,- per kg;

= Rp. 2.000,- per kg;

= Rp. 1.400.- per kg:

= Rp, 2.300,- per kg;

= Rp. 5oo,- per kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di

lini lV secara tunai dalam kemasan sebagi berikut :

- Pupuk Urea = 50 kS;

- Pupuk SP-36 = 50 kg;

- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg;

BAB V:
PENCAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan psngawasan terhadap penyediaaan

dan penyaluran pupuk bersubsidi di lini I s/d lini lV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk seKor pertanian yang
berlaku

Pasa1 11

(1) KomisI Pengawasan Pupuk 8ersubsidi dan Pestlsida(KPPP)Daerah walib meぬ kukan
_            pemantauan dan Pengawasan tettadap penyaluran, po:、 99unaan dan harga pupuk

bersubs:di dan Pestislda

(2) Komisj Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KPPP) Daerah dalem melaksanaken
tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

(1) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk
Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan hasilpemantauan dan pengawa8an Pupuk Bersubsidi kepada
Gubemur.



BAB VII
PENUTUP

Pasal :13

Peraturan ini mulai borlaku pada tanggal 1 Januari 2016. :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini.

Diundangkan di Stabal
pada tanggal aB Januari 2016

2016

SEKRETARIS DAER^H KABUPATEN LANGKAT,

I
/ltl

INDRA SALAHUDIN,

BERITA DAEMH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR {
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANOKAT

NOMOR , TAHUN 2016

TANCGAL  ュ0 フぃ。2・ ' 
°°

“

KEBUTUHAN PUPUK BERSuBSiD:TAHUN 2016 KABUPATEN LANCKAT MFNURUT SuB sEKTOR DAN JENIS

`TONリ

NO SuB SEKTOR UREA NPK ZA SP・36 ORGANIK

, Tanaman Pangan dan Hortikultura
`2528

9573 2675 3516 1419

2 Kehutanan dan Perkebunan 2500 2100 70 1000

3 Petemakan

4 Perikanan Budidaya 80 9 10 40

」umlah 15108 11682 2.755 4556 1 419
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LAMFIRAN‖ PERATURAN BUPATILANGKAT
NOMOR ,7い 。ぃ 0●

`TANCGAL  ,,)0口
““
 勁 。

TENTANG ALOKASIKEBuTUHAN PUPUK BERSUBS101TAHUN 2016
KABUPATEN LANGKAT MENURUT JEN:S DAN SEBARAN PER KECAMATAN

NGKAT

N0 KECAMATAN UREA NPK ZA SP‐36 ORCAN:K

`

Babalan 860 857 260 340 137

2 Bahorok 480 250 70 145 24

3 Kuala 785 277 87 225 32

4 Batang Serangan ,42 162 7 80 4

5 8inla 1012 608 206 180 143

6 Serapit 854 583 145 305 92

7 Besitang 754 588 94 360 48

8 Pangkalan Susu 506 654 95 246 76

9 Kutambaru 78 33 4 35 0

10 Brandan Barat 192 346 81 118 47

Gebang 334 714 100 184 97
〔Ｚ Padang Tualang 250 257 ウ

′Ｚ^ 67 17

43 Sei Lepan 765 605 118 207 65

14 Stabat 883 529 171 196 50

15 Pematang Jaya 121 228 48 70 28

16 Sawit Seberang 54 42 3 30 0

17 Selesai 622 581 112 489 57

'8
鈍 ,ingol

`.792

1,058 523 560 105

19 Salapian 217 414 20 130 5

20 1,737 1.390 359 529 202
＾
Ｚ Wampu 433 376 40 110 34

22 Taniuno Pura 1,006 850 70 130 122

23 Hinai 731 580 ０́ 120 64

JUMLAH 15,108 11,682 ′,755 4,550 1,419
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